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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Pada hakikatnya eksistensi manusia dalam sebuah polis adalah membangun kolaborasi 

demi tujuan bersama. Kolaborasi itu mau menerangkan, bahwa secara kodrat manusia adalah 

makhluk sosial yang selalu berelasi dengan manusia lainnya. Dalam sebuah polis, setiap 

pribadi saling berinteraksi serta menjelmakan dirinya untuk ada bersama dengan yang lain. 

Kolaborasi itu juga menuntut sikap kerendahan hati yang sebetulnya telah terpampang dalam 

tubuh Pancasila. Manusia Indonesia perlu mendobrak sekat pemisah yang cenderung 

melahirkan sikap diskriminatif. Sikap di mana seseorang atau kelompok tertentu melakukan 

pengelompokan-pengelompokan di tengah kehidupan bersama. Manusia Indonesia yang 

mengedepankan kekeluargaan mesti berpegang pada demokrasi Pancasila. Artinya, demokrasi 

yang dibangun mesti didorong oleh sikap jujur, kekompakan, partisipasi aktif, dan cinta tanah 

air. Pemilu merupakan perwujudan dari demokrasi Pancasila. Pemilu itu mesti dilaksanakan 

dengan penuh tanggung jawab seperti yang diharapkan oleh demokrasi Pancasila itu sendiri.   

 Meskipun demikian, masih ada penindasan dari satu pribadi terhadap pribadi lainnya. 

Keberkuasaan dan gaya pemimpin yang otoriter dari setiap pribadi cenderung membatasi hak 

sesama dalam menyatakan pendapat. Model kepemimpinan itu menciptakan kemiskinan dan 

penindasan dalam kehidupan bersama. Selain itu, menjadi sumber konflik dalam komunitas 

masyarakat. Realitas ini yang sedang dihadapi oleh Negara Indonesia saat ini, dan Desa 

Compang Congkar khususnya. Praktik demokrasi yang ditandai dengan aktivitas pemilihan 

umum menjadi akar konflik dalam komunitas masyarakat. Kaum kapitalis memanfaatkan 

situasi itu untuk menindas kaum miskin dan mengeksplor hak pilih dari kaum miskin. 

Pergerakan dari kaum kapitalis menjadi akar konflik politik. Di sini terjadi praktik pembelian 

suara atau yang biasa disebut (money politic). Bagi kaum kapitalis, uang menjadi sarana yang 

efektif untuk memenangkan seorang pemimpin. Pemimpin tidak lagi dimenangkan melalui 

proses demokrasi, akan tetapi ditentukan melalui banyaknya uang yang diedarkan. Tak dapat 

dipungkiri, pemimpin yang dilahirkan cenderung bersikap egois dan individualistis. 

Kecenderungan dalam mengedepankan sikap ego membuat seorang pemimpin lebih 

memprioritaskan teman kerja dan golongan tertentu. Dengan demikian, rakyat tidak memiliki 
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kebebasan dalam menyatakan pendapat dan bahkan tidak dipandang sebagai empunya 

kedaulatan. 

 Konflik politik dalam pemilihan Kepala Desa Compang Congkar juga dipengaruhi 

oleh banyak faktor, seperti faktor pendidikan, fanatisme berlebihan, perbedaan pendapat, 

politik uang, dan lain sebagainya. Pelbagai faktor tersebut selalu ditemukan dalam perhelatan 

politik pemilihan Kepala Desa Compang Congkar, salah satunya adalah rendahnya 

pendidikan. Rendahnya pendidikan membuat masyarakat tidak mempunyai perspektif yang 

matang tentang politik. Pemahaman mereka dalam kegiatan pemilihan Kepala Desa hanya 

sebatas pada pemberian suara saja. Yang paling penting bagi mereka adalah hak pilih itu 

benar-benar diaplikasikan melalui pemilihan umum. Pertimbangan rasional tidak lagi 

diutamakan dalam memilih pemimpin yang berintegritas. Hal ini sangat nyata dalam praktik 

kehidupan politik masyarakat Compang Congkar.  

 Kenyataan tersebut semakin dirasakan oleh seluruh masyarakat Compang Congkar. 

Dalam kehidupan politik, seluruh masyarakat Compang Congkar merasakan dan mengalami    

ketidakadilan, seperti tidak mengakses infrastruktur yang layak. Selain itu, kehidupan politik 

masyarakat Compang Congkar selalu diwarnai konflik baik konflik di tengah kehidupan 

masyarakat maupun konflik dalam ranah pemerintahan desa. Hal ini menyebabkan seluruh 

masyarakat tidak mengutamakan musyawarah dalam mencapai mufakat. Musyawarah tidak 

lagi dilihat sebagai hal yang esensial dalam membahas keputusan bersama. Untuk keluar dari 

situasi konflik politik tersebut, seluruh masyarakat dan pemerintah desa harus memahami 

demokrasi Pancasila terkhusus nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Dengan 

demikian, mereka bermusyawarah dalam mencapai mufakat dan menempatkan kedaulatan 

tertinggi di tangan rakyat. 

 Sila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan 

perwakilan” adalah upaya dalam mengatasi konflik politik pemilihan Kepala Desa Compang 

Congkar. Ada beberapa nilai penting yang perlu dikembangkan dalam mengatasi persoalan 

politik di Desa Compang Congkar, seperti nilai kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, 

permusyawaratan, perwakilan, wujud pemimpin yang adil, dan demokrasi. Pertama, 

kerakyatan. Nilai kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat Pancasila mau menegaskan 

bahwa kedaulatan tertinggi itu harus benar-benar berada di tangan rakyat dan diabdikan untuk 
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kebaikan rakyat. Kedua, hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan 

pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, 

kepentingan rakyat, bijak memilih pemimpin, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, penuh 

tanggung jawab, serta bertindak sesuai dengan bisikan hati nurani. Ketiga, permusyawaratan. 

Permusyawaratan adalah usaha untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan 

kehendak rakyat, dan melalu kegiatan musyawarah demi mencapai mufakat. Keempat, 

perwakilan. Perwakilan dalam sila keempat Pancasila berarti suatu tata cara mengusahkan 

partisipasi rakyat untuk mengambil bagian dalam kehidupan bernegara dan dilakukan melalui 

badan perwakilan. Badan ini terdiri dari anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan 

daerah, dan golongan-golongan yang ditetapkan dengan undang-undang. Untuk itu, MPR 

adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang meneruskan keputusan-keputusan rakyat 

dalam persidangan atau musyawarah. Kelima, wujud pemimpin yang adil. Seorang pemimpin 

sejati mesti mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama. Pemimpin yang adil adalah 

pemimpin yang mengetahui jati dirinya dan menyadari bahwa kedaulatan tertinggi berada di 

tangan rakyat. Keenam, demokrasi. Demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Sebagai sistem nilai, 

demokrasi menghendaki kebebasan bagi rakyat dalam menyatakan pendapat. Namun, 

demokrasi yang dianut Negara Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan. Untuk itu, harus berdasarkan sikap jujur dan mengedepankan bisikan 

hati nurani. Demokrasi Pancasila menuntut keselarasan dan keadilan dalam tata kehidupan 

bangsa dan Negara Republik Indonesia.  

Nilai-nilai tersebut menjadi hal fundamental dalam membentuk warga negara yang 

demokratis. Sila keempat Pancasila mau mempertegas bahwa kedaulatan tertinggi berada di 

tangan rakyat. Perbedaan pendapat dan pandangan dalam kegiatan musyawarah membuktikan 

adanya suasana kehidupan politik yang demokratis. Selain itu, semangat demokrasi Pancasila 

adalah kekeluargaan, yang di dalamnya menuntut kesetaraan demi tujuan bersama. Hakikat 

demokrasi adalah menuntut adanya pengakuan dan kesetaraan. Pengakuan yang dimaksudkan 

di sini adalah pemberian dan keterbukaan diri dalam menerima pendapat dan mengakui 

keberadaan pihak lain dalam komunitas masyarakat. Pengakuan berarti menghormati 

pendapat orang lain dan menjadikan pendapat itu sebagai keputusan penting dalam mencapai 

mufakat. Sedangkan, kesetaraan merujuk pada persamaan hak dan kebutuhan fisik, sehingga 
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semua orang merasakan kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan demikian, semua orang bisa 

merasakan jaminan distribusi keadilan yang sama dan seimbang.  

 Untuk konteks Compang Congkar, perwujudan sila keempat Pancasila menjadi suatu 

gerakan penting dalam mengatasi problematika politik pemilihan Kepala Desa Compang 

Congkar. Hal ini bertujuan agar demokrasi di Desa Compang Congkar berjalan semestinya. 

Untuk itu, realitas perpecahan itu mesti diatasi secara bersama melalui kegiatan musyawarah. 

Musyawarah menjadi hal yang penting dalam mempersatukan perbedaan. Demi mencapai 

persatuan dan kesatuan di Desa Compang Congkar, ada beberapa strategi yang ditawarkan 

sila keempat Pancasila. Pertama, memprioritaskan budaya musyawarah dalam pengambilan 

keputusan bersama. Kedua, mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat. Ketiga, tidak 

memaksakan kehendak terhadap orang lain. Keempat, menegakkan nilai kebenaran dan 

keadilan dalam kehidupan bersama. Kelima, keaktifan dalam mengikuti pemilihan umum 

(pemilihan Kepala Desa). Keenam, bijaksana memilih pemimpin, dalam artian bahwa bukan 

karena uang, keluarga, tapi dilihat dari kualitas pemimpin. 

 

5.2 Usul dan Saran 

5.2.1 Bagi Keluarga  

 Keluarga merupakan agen sosialisasi primer yang memainkan peran penting dalam 

pembentukan karakter seorang anak. Di dalam keluarga, anak menerima materi praktis dari 

orang tuanya, seperti menghormati orang tua, mendengarkan orang lain, dan lain sebagainya. 

Ini merupakan peran penting yang diemban orang tua. Selain itu, orang tua merupakan pusat 

perlindungan (proteksi) dan kasih sayang (afeksi) sebelum anak mengenal dunia luar. Untuk 

itu, keluarga mempunyai peran penting dalam membentuk karakter seorang anak, sehingga 

seorang anak menjadi pribadi yang demokratis dan matang secara politik. Keluarga mesti 

mengajarkan nilai-nilai praktis yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Selain itu, 

orang tua juga mesti memberikan kebebasan kepada anak dalam menyatakan pendapat dan 

memberikan hak kepada anak agar bisa mengekspresikan keberadaannya sebagai pribadi yang 

berkarakter dan berintelektual.  
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5.2.2 Bagi Lembaga Pendidikan  

 Sekolah merupakan lembaga formal yang dibentuk guna memperkaya wawasan dan 

membentuk karakter peserta didik. Materi yang ditransfer dalam lembaga pendidikan bersifat 

struktural. Artinya, materi disiapkan terlebih dahulu sebelum guru mentransferkannya kepada 

anak didik. Lembaga pendidikan mempunyai peran yang penting dalam mendidik peserta 

didik menjadi pribadi yang demokratis dan beradab. Untuk mewujudkan hal tersebut, lembaga 

pendidikan mesti mempertegaskan kembali pendidikan karakter bagi peserta didik. 

Pendidikan karakter di lingkungan sekolah dapat membentuk moral peserta didik, sehingga 

peserta didik mampu membedakan dan memilah mana yang perlu dilakukan dan mana yang 

harus dihindarkan. Untuk itu, perwujudan pendidikan karakter di lingkungan sekolah harus 

dipertegaskan kembali dan mesti diajarkan secara utuh dan menyeluruh kepada anak didik. 

Penting untuk diingat bahwa selain membentuk moral peserta didik, pendidikan karakter juga 

bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, kerja sama, dan 

menghormati perbedaan. 

 

5.2.3 Bagi Pemerintah Desa Compang Congkar 

 Pemerintah Desa Compang Congkar merupakan lembaga pemerintahan yang 

mempunyai hak dan wewenang khusus dalam mengontrol dan menjaga keseimbangan tatanan 

sosial kehidupan masyarakat Compang Congkar. Tugas itu dikontrol pemerintah desa dan 

aparatnya dalam perencanaan pembangunan desa berkelanjutan. Selain itu, bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, 

dalam perencanaan pembangunan desa berkelanjutan, pemerintah Desa Compang Congkar 

mesti transparan terhadap semua pengeluaran atau dana-dana yang dialokasikan terhadap 

pembangunan desa dan untuk kualitas hidup masyarakat yang sejahtera. Pemerintah Desa 

Compang Congkar perlu memahami esensi demokrasi. Selain itu, perlu mengadakan 

sosialisasi terbuka tentang pentingnya demokrasi di lingkungan masyarakat. Dengan 

demikian, pemerintah Desa Compang Congkar mengetahui dengan jelas bahwa kedaulatan 

tertinggi itu berada di tangan rakyat dan diabdikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan 

seluruh masyarakat.  
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5.2.4 Bagi Lembaga Gereja 

 Gereja merupakan salah satu institusi sosial yang mempunyai peran penting dalam 

mengatur kehidupan masyarakat Compang Congkar. Peran serta gereja sangat berpengaruh 

dalam membentuk kehidupan masyarakat agar sesuai dengan norma yang berlaku dalam 

komunitas masyarakat. Lembaga gereja perlu menjelaskan kepada seluruh rakyat dan 

pemerintahan desa bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sederajat. Selain itu, 

gereja harus membongkar sekat-sekat pemisah yang membatasi hubungan manusia (ciptaan) 

dan Tuhan (pencipta). Gerakan ini mesti dilakukan secara universal dalam kehidupan 

masyarakat dan tidak memfokus pada golongan tertentu saja. Karya misi di tengah 

masyarakat mesti didasar oleh semangat iman yang kokoh kepada Yesus Kristus. Karya 

pewartaan Yesus Kristus harus menjadi fondasi dalam melayani dan memberi motivasi umat 

manusia. Dengan demikian, masyarakat Desa Compang Congkar dapat memperlakukan 

sesama secara adil. 

 

5.2.5 Bagi Lembaga Adat 

 Lembaga adat merupakan lembaga atau badan yang bertanggung jawab dalam 

menjaga dan memelihara tradisi, adat istiadat, dan norma-norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Lembaga ini juga berperan dalam mengurus berbagai konflik dalam komunitas 

masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Compang Congkar yang selalu mengalami konflik 

politik dan berbagai konflik sosial lainnya, lembaga adat mesti menjadi salah satu badan yang 

bertanggung jawab mempersatukan pihak yang berkonflik. Jalan yang ditempuh adalah jalan 

musyawarah. Musyawarah dalam menyatukan keputusan bersama serta mencari solusi dari 

sebuah persoalan. Kegiatan musyawarah yang berkembang dalam masyarakat Indonesia saat 

ini pertama kali muncul dan berkembang dalam masyarakat adat. Untuk itu, lembaga adat 

hendaknya memperkuat kerja sama dengan lembaga pemerintah desa dan mendukung 

kegiatan serta berbagai program yang dicanangkan pemerintah desa terutama pengakuan 

hak-hak masyarakat. Lembaga adat hendaknya mempertegas seluruh masyarakat Compang 

Congkar bahwa musyawarah mencapai mufakat merupakan hal penting dalam menjaga 

persatuan dan kesatuan. Selain itu, mempertegas kepada tokoh pemerintah bahwa kedaulatan 

tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. 
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5.2.6 Bagi Masyarakat Compang Congkar  

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang tinggal bersama dalam suatu wilayah 

atau lingkungan masyarakat dan memiliki struktur sosial, norma, nilai-nilai, dan interaksi 

yang kompleks. Ini mencakup aspek politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. 

Kehidupan setiap individu dalam kelompok masyarakat ditandai dengan relasi dan 

komunikasi. Relasi itu menandakan bahwa setiap pribadi perlu membangun komunikasi yang 

terbuka dan saling membutuhkan satu dan yang lain. Komunikasi yang dibangun dalam 

komunitas masyarakat merupakan ekspresi kebebasan manusia sebagai pribadi ciptaan Tuhan 

yang bermartabat. Komunikasi itu hendaknya bersifat terbuka tanpa ada paksaan dari pihak 

lain. Kebebasan setiap pribadi dalam menyatakan pendapat merupakan bentuk esensial dari 

negara demokrasi. Untuk itu, masyarakat Desa Compang Congkar hendaknya menerima dan 

mengakui yang lain (the other) sebagai bagian dari kehidupan bersama. Dengan mengakui 

dan menerima keberadaan sesama dalam kelompok masyarakat, masyarakat Compang 

Congkar merasakan keadilan. Selain itu, bisa bekerja sama dalam membangun Desa Compang 

Congkar yang demokratis dan harmonis. 

 

5.2.7 Bagi Calon Kepala Desa Compang Congkar 

 Calon Kepala Desa (cakades) adalah individu yang mencalonkan diri untuk jabatan 

Kepala Desa dalam pemilihan desa yang diadakan secara demokratis oleh masyarakat 

setempat. Mereka berkompetisi untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari warga 

desa yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan desa. 

Untuk itu, Calon Kepala Desa Compang Congkar mesti memahami kebutuhan masyarakat. 

Mereka juga harus memahami kehidupan desa yang mencakup pemetaan masalah dan potensi 

desa, seperti memahami masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Calon Kepala Desa 

Compang Congkar juga perlu mengidentifikasi potensi yang bisa dikembangkan, seperti 

sumber daya alam, budaya, dan kearifan lokal. Selain itu, merekrut dan bekerja sama dengan 

orang-orang yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi. Dengan menerapkan 

saran-saran itu, calon Kepala Desa Compang Congkar dapat menciptakan pemerintahan desa 

yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 
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LAMPIRAN 

Untuk merealisasikan pertanyaan-pertanyaan berikut, penulis melakukan penelitian dan 

wawancara dengan pihak-pihak tertentu yang mengetahui lebih baik konflik politik dalam 

pemilihan Kepala Desa di Desa Compang Congkar. Ini dilakukan untuk mendukung 

penelitian ini sebagai karya ilmiah yang layak untuk dipublikasikan. 

Daftar pertanyaan wawancara: 

1. Bagaimana sejarah kampung Pata? 

2. Bagaimana usaha masyarakat kampung Pata dalam mengatasi wabah yang 

dipengaruhi oleh budaya tenun? 

3. Bagaimana sejarah kampung Congkar?  

4. Apa alasan mendasar yang membuat masyarakat kampung Congkar tetap melestarikan 

budaya tenun? 

5. Apakah segala urusan adat di Desa Compang Congkar dapat dipandu oleh kaum 

perempuan? 

6. Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat Desa Compang Congkar? 

7. Bagaimana perkembangan pendidikan di Desa Compang Congkar saat ini? 

8. Apakah masyarakat Compang Congkar mempercayai dan meyakini akan adanya roh 

alam? 

9. Apa perbedaan antara ritus ting ghan dan ritus ting ghelang? 

10. Apakah masyarakat Compang Congkar mempercayai akan adanya roh halus? 

11. Bagaimana pemahaman masyarakat Compang Congkar tentang politik? 

12. Apa alasan terjadinya kekerasan verbal selama pemilihan Kepala Desa Compang 

Congkar? 

13. Apakah pernah terjadi konflik pengambilan hak milik selama pemilihan Kepala Desa 

Compang Congkar? 
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14. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya konflik pemilihan Kepala Desa 

Compang Congkar? 

15. Apakah selama pemilihan Kepala Desa Compang Congkar pernah terjadi pembelihan 

suara atau membagikan uang kepada khalayak banyak? 

16. Apakah pembangunan di Desa Compang Congkar telah dialokasikan secara merata? 

17. Bagaimana sejarah kehadiran agama di Desa Compang Congkar! 

18. Bagaimana proses pemilihan Kepala Desa Compang Congkar dari tahun 2000 sampai 

tahun 2022? 
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